
Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851\; 

2. Undang · Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pcmbcntukan 
Kabupaten Kon awe- Se-Iatan di Pr opirrsi Sulawesi 1' enggar a 

[Lernbaran Negara Rcpubl!k lndonesia Tahun 2003 Narnor 

24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nornor 4267}: 

Penyelenggara Negara yang Bcrsih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepol.isme [Lcmberan Negara Re-pubhk Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

ten tang Mengingat l. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 

b. bahwa untuk rncmbentuk dan mcngopumalkun syste.m 

pcngelolaan Asset dacrah khususnya alat berat scsuai 

dengan tugas pokok di dalam pelaksanaannya penanggung 

jawab di perlukan adanya payu ng hukurn; 

c .. bahwa berdasarkan pertirnoangan sebagairncna di rnaksud 

pada huruf a dan huruf b diaras dipandang perlu 
menetapkan Orgarusaai dan Tata Kcrja U111t Pclakuaria 

Teknis (UPTJ Peralatan Alat Berat Pada Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Konawe Se\ate.n, dengan Peraturan Bupati 

Konawe Selatan. 

Menimbang : a. bahwa untuk rnernbantu kelancaran tugas dan Iungsi Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan khususnya yang 
berkairan dengan bidang pelayanan peralatan alat berat pcrlu 

mernbentuk UPT; 

BUPATI KONAWE SELATAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TA1'A KERJA 
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERALATAN ALAT BERAT PADA 

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN 

TAHUN 2016 NOMOR: -i.2 

BUPATI KONAWE SELATAN 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN 



.., 

Perirnbangan Keuangan aruara Pemcrintah Pusat dan 

Pemerinta.h Daerah (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lcmberuu Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 
6. Undang Undang Nomor 12 Tahuu 2011 tenta.ng 

Pernbenrukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
5234); 

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perncrintahan 
Daer ah (Lem bar an Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambuhan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ten rang 
Pcnctapa.n Perubahan KeDua Atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 20 l4 ten tang Pemcrinrahan Dacrah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i5 Nomor 

5679); 
8. Peraturan Pcmerintah Nornor 58 Tahun 2005 renrang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578); 

9. Pcraturan Pemerinrah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pernbinaan dan Pengawasan Peuyclenggaraan 
Perncrintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik lndoncsia 
Tahun 2005 Nomor 165. Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4393); 

10. Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pcrncrintah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tah un 2006 Nornur 25, Tarnbahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

4614); 

Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang 5. Undang 

3. Unda.ng - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nornor 4286); 
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 icnrang 

Perneriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan. 
Daerah [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lcmbaran Ncg,u-a Rcpublik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 4400); 
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18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2012 
Peraturan Bupati Konawc Selatan tcntang Organisasi Dan 
Tata Koria Daerah Kabupaten Konawe Sclatan, [Berita Dacrah 

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 3). 

11. Peraturan Pemcrintah Nornor 38 Tahun 2007 tcnrang 
pembagian Urusan Pernerintah. Pemerintah Daerah Provinsi 
dan Pernerintahan Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
4737); 

12. Peratu ran Pemerintah Nomor 4 l Tahun 2007 teniang Pcdornan 
Organisasi Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nornor 89, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741); 

13. Peraturan Pernerintah Nornor 6 Tahun 2006 ten.tang 
Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah [Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
4609), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan 

Pernerintah Nomor 38 Tahun 2008 [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lcrnbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 4855); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
59 Tahun 2007 icntang Perubahan Atas Peraturan Mcrueri 

Indonesia Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan :)aerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 
2007 tentang Urusan Perncrintah Yang Menjadi Kewcnangan 
Pernerintah Kabupaten Konawe Selatan [Lembaran Dacrah 

Kabupaten Kcnawe Selaran Tahun 2007 Nomor 10); 
16. Peraturan Daerah Kabupatcn Konawe Selatan Nomor l Tahun 

2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keu angan Daerah 
[l.embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 

Nomor l); 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kouawc Sclatau Nornor 26 

Tahun 2013 tentang Peruba.ha.n Kcernpat Alas Peraturan 
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nornor 13 Tahun 2007 
tentang Pembcntukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Konawe Selatan [Lernbaran Daerah Kabupaten 
Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 27): 
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5. Unit Pelaksana Teknis Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umuro 
selanjutnya disingkat UPT Peralatan Alat Bcrat Dinas Pekerjaan Umum 
adalah UPT Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Konawe Selatan: 
6. Unit Pelaksana Teknis Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum adalah 

Unsur Pelaksana Operasional Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe 

Selatan; 
7. Kepala liPT Peralatan Alat Berat Dinas Pekrjaan Umurn adalah Kepala UPT 

Peralatan Alar Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Sclatan; 
8. Unit Pelaksana Teknis (UP'f) adaJah unsur Pelaksana Operasional Dinas 

Pekerjaan Urnum Kabupaten Konawe Selaran; 
9. Peralatan Alat Berat, adalah peralatan yang dikuasai oleh Perncrintah 

Kabupaten Konawe Selatan yang digunakan untuk menunjang kelarrcaran 
kegiatan pernbangunan jalan dan jernbatan ; 

10. Pengguna Peralatan, adalah orang atau badan hukurn yang mernperoleh 
izin untuk memanfaatkan peralatan alat berat yang dikuasai ole h 

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan ; 
11. Operator adalah Pegawai Pernerintah Kabupaten Konawe Selatan yang 

ditugaskan untuk mengemudikan arau mengopcrasikan per alaran alat 

berat. 

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; 
3. Bupati adalah Bupati Konawe Sela.tan; 
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Konawc Selatan; 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksu<l derigan : 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Paaal l 

PERATURAN Bt.'PATI KONAWE SELATAN TENTANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERALATAN ALAT 
BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM 
KABUPATEN KONAWE SELATAN 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN : 
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Dalarn menyeleriggarakan tugas sebagaimana climaksud dalam pasal 4 UF'l' 
Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum mcrnpunyai fungsi : 
(!) Melaksanakan pelayanan penggunaan peralatan alat berat; 

12) Melaksanakan perneliharaan pcralaran alat bcrat; 

(3) Melaksanakan Perbaikan kendaraan peralatan alat berat; 

(4) Melaksanakan Ketatausahaan UPT; 
(5) Meinventarisasi sernua jcnis peralatan alat berat ; 

(6) Melaporkan perkembangan kondisi peralatan alat oerar: 

UPT Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Urnum mempunyai tugas pokok 
mclaksanakan sebagian tu gas dan fu ngsi bagian pcralatan Din as Pekerjaan 

Umum Kabupatcn Konawe Selatan 
Bagian Ketiga 

Fungsi 
Pasal 5 

Bagian Kedua 

Tugas 
Pasal 4 

(1) Unit Pelaksana Tekriin (UPTI Peralatan Alat Berat Din as Pekerjaan Umurn 
merupakan unsur Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum yang 
berkedudukan Di Dinus Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan; 

(2) Kepala UP'!' Peralatan Alat Bcrat Dinas Pckerjaan Umum dipimpin olch 
scorang Kcpala UP'I' Peralatan Alat Bernt Dinas Pekerjaan Umurn yang 
berada di bawah dinas Pekerjaan Umum Kabupatcn Konawe Selatan dan 
bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Pckcrjaan Umum Kabuparen 

Konawe Selatan. 

BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUMGSI 

Bagiau Pertama 
Kedudukan 

Pasal 3 

Dasar Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UP'll Peralatan Alat Berat Dinas 
Pekerjaan Umum adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Se Iatan Nomor 
26 Tahun 2013 tcnrang Perubahan Kc-Empat Peraturan Dacrah Kabupaten 

Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Daer ah Kabupaten Konawc Selatan. 

BAB II 

DASAR PEMBENTUKAN 

Pasal 2 
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Bagian Keclua 
Tug as 

Paragraf 1 
Kepala UPT 

Pasal 7 

(1) Kepala UPT Peralatan A1at Berat Dinas Pekcrjaan Umum mernpunyai tugas 
pokok memimpin, merencanakan. melaksanakan, mengevaluasi, mengolah 

dan melaporkan sebagian Iungsi Dinas Pekerjaan Umum di bidang 

peralatan; 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat {l). 

Kepala UPT Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Urnurn menyelenggarakan 

fungsi: 
a. membantu Dinas Pekerjaan Umum menyelcnggarakan sebagian urusan 

rurnah tangga daerah rnehputi pcningkatan, pembinaan. perneliharaan, 

pengawasan dan perawatan peralatan clan perbekalan scsuai peraturan 

perundang-unclangan yang berlaku: 

b. mengkoordinir pelaksanaan upaya pelayanan peralatan dan perbekalan 

berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan; 

Pasal 6 
(1) Susunan Organisasi JPT Peralatan Alat Berat Dinas Pekcrjaan Umum 

Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari ; 

a. Kepala UPT; 

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 
d. Kelompok .Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Organisasi LJPT Peralatan Alat Berat Dinas Pckcrjaan Umum 

sebagairnana tercantum dalam Iarnpiran Peraturan Bupati ini rncrupakan 
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

ORGANISASI 

Bagian Pertama 
3usunan Organisasi 

(7) Melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian 
penggunaaan Zpemakaian peralatan, kcndaraan dan alar berat yang berada 

dalam pengguasaan UPT Peralatan Dinas Pekcrjaan Umurn Kabu pat en 

Konawe Selatan; 
{8l Melaksanakan Tugas-rugas lain yang di bcrikan oleh kepala dinas sesuai 

tugas clan fungsi UPT Peralatan Alai Bernt Dinas Pekerjaan Urnum. 
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diberhentikan oleh Bupaii atas usu! Kepala Dinas; 
{2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang 

diangkat dan dibcrhentikan oleh Bu pati atas U$-U\ Kepala Dinas; 

(3) Periernpatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala 

UPT; 
(4) Jenjang dan kepangkatan Kepala UPT dan Kcpala Sub Bagian: 
(5) STAF terdiri dari PNS dan Non PNS yang di perkerjakan untuk mcmbantu 

tugas UPT Pcralatan Alat Bcrat yang di angkat dan di tunjuk sesuai 
dengan ketenruan peraturan yang berlaku. 

UPT Peralatan Alat Ber at Pekcrjaan Umum diangkat dan (I) Kepala 

BAB VI 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 11 

(I) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UP1' Peralatan Alat Bernt Pekerjaan 
Umum dan Koordinator Kelornpok .Jabatan Fungsional wajib mcncrapkan 

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan 

horizontal baik dalam ·lingkungan masing-masing maupun antara satuan 
organisasi di lingkungan pcmeriruah daerah serta Insransi lain sesuai 
dengan tugas pokoknya masingrnasing: 

(2) Kepala UPT Peralatan Alat Berat Pekerjaan Urnurn bcrkcwajiban 
rnemberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Kepala Sub 
Bagian Tata Usaha dan unsur-unsur pclaksana yang berada di 

Jingkungannya; 

(3) Kepala Sub Bagian Tata Peralatan Alat Berat Usaha bertanggung jawab 
kcpada Kepala UPT Pekerjaan Urnurn; 

(4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Peralatan Alat Berai bertanggung jawab 
memimpin dan mengkocrdinasikan bawahannya dan mernberikan 
birnbingan serra perunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya: 

(Si Pelaksana pada UPT Peralatan Alat Berai Pekerjaan Umum wajib 
mengikuti dan memat uhi petunjuk sorta bertanggungjawab kepada Kcpala 

Sub Bagian Tata Usaha, 

Pasal 10 

BABV 

TATAKERJA 
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tf. MATIUS TELLING.SH 
Pembine utarna Mu_8-a.GOL1V /c 

NJP.19590523198l0310l l 

KONAWE SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 

I .. PARAF KOORDINA l - I IN STANS I PAHA" 
1. - SriOIJ · 

Diundangkan di Andoolo 
pada tanggal, t9 · ,, t - 2016 

Agar seuap orang dapal mcngclahuinya memerinl.ahkan Pengun.dang1,n 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Iembaran berita daerah 
Kabupaten Korrawe Selatan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga1 diundangkan. 

Pasal 14 

Hal-ha! yang belurn diatur dalam Pcraturan Bupati ini scpanjang rncngenai 
teknis pelaksanaan dan pengangkatan dalam jabatan akan di tindaklanjuti 
dan ditet.apkan dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan. 

BAB Vil! 

KETENTUA.NPENUTUP 

Pasal 13 

BAB Vil 

ESELONISASI 

Pasal 12 

(1) Kepala UYf Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum adalah jabatan 
struktural eselon IV/ a: 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan 
Umum adalah .Jabaran Struk"tural Esclon JV/b. 
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